PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi Dinas
Pariwisata sebagaimana amanah Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Boalemo, maka dipandang perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata

Kabupaten Boalemo.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3899). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3965);




10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4966);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4373);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741};

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5262},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Boalemo
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 10
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 287);




11. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas

Menetapkan :

Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBENTUAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PARTWISATA KABUPATEN BOALEMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

T S -V

Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Boalemo.

Bupati adalah Bupati Boalemo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo.
Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten
Boalemo:

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Obyek Wisata
Pantai Bolihutuo pada Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo.
Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pengelola Obyek Wisata Pantai Bolihutuo Kabupaten Boalemo.
Obyek Wisata adalah tempat wisata yang memiliki keindahan
alam, baik flora, fauna, maupun alam itu sendiri yang memiliki cin
khas dan daya tarik wisata untuk dimanfaatkan bagi kepentingan
rekreasi.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.




BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD} Pengelola Obyek Wisata Pantai

Bolihutuo pada Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo.

BAB II1
KEDUDUKAN
Pasal 3

(1) UPTD Obyek Wisata Pantai Bolihutuo pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Boalemo merupakan unsur pelaksana operasional dinas
di lapangan.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh seorang
Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Dalam kedudukannya tersebut, Kepala UPTD secara adminitrasi
dibina cleh Sekretaris dan secara operasional dibina oleh Kepala

Bidang.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(4) Susunan Organisasi UPTD Obyek Wisata Pantai Bolihutuo terdiri
dari :
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Kelompok Jabatan Fungsional;

(5) Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Pantai
Bolihutuo pada Dinas Pariwisata Kabupaten Boalemo sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.




BABV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pariwisata Kabupaten Boalemo khususnya dibidang Pengelolaan Obyek
Wisata Pantai Bolihutuo, melakukan perawatan, pemeliharaan dan
melaksanakan pemungutan retribusi serta menjaga ke bersihan di
kawasan Obyek Wisata Pantai Bolihutuo.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,

UPTD Pengelola Obyek Wisata Pantai Bolihutuo mempunyai tugas :

a. Penyusunan rencana dan  program  peningkatan dan
pengembangan kegiatan Bidang Destinasi dan Promosi
Pemesaran pada kawasan Obyek Wisata Pantai Bolihutuo;

b. pelaksanaan inventarisasi Obyek Wisata Pantai Bolithutuo;

¢. pelaksanaan perizinan/rekomendasi yang terkait dengan usaha
dan kegiatan penggunaan Obyek Wisata Pantai Bolihutuo;

d. pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi serta pendapatan

lainnya yang sah;

pelaksanaan pemeliharaah/perbaikan sarana dan prasarana;

pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban;

peningkatan penggunaan dan pemanfaatan obyek wisata;

R

pelaksanaan tata usaha UPTD;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

ke
1

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas pada unit organisasi. f




b. melaksanakan urusan ketatausahaan pada unit organisasi;

c. Melakukan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahan aset
milik negara/daerah pada unit organisasi;

d. menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang
investasi pada unit organisasi;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan membuat laporan
kepegawaian secara periodik pada unit organisasi;

f. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
terhadap penyajian dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan
pada unit organisasi;

g. menyusun dan menyiapkan perencanaan program/ kegiatan
pada unit organisasi;

h. mengumpulkan dan menyatukan program Kkerja dan rencana
kegiatan kerja yang telah disusun dan di ajukan oleh kelompok
jabatan fungsional pada unit organisasi;

i. menginventarisir permasalahan pada Sub Bagian Tata Usaha
setra mencari alternatif pemecahanya;

j. mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata
Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

1. melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh

atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

(1) Pada Unit Pelaksan Teknis ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok jabatan fungsional pada unit organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
UPTD pengelolaan kawasan objek wisata sesuai dengan keahlian
dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8

[

ayat (2) Kelompok Jabtan fungsional mempunyai tugas :




a. Melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan
oloeh kepala unit organisasi.;

b. Melaksanakan tugas-tugas yang telah diatur oleh instansi teknis
yang lebih tinggi;

¢. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan singkronisasi dengan

instansi tekait dalam wilayah kerjanya.

Pasal 10

{1} Kelompok Jabatan Fungsianal terdiri dan sejumlah tenaga dalam

jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan/atau

sesuat kebutuhan.

(3) Jumlah tenaga dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat,

jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan

(1)

(1)

peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas, wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam
lingkup organisasinya, maupun satuan organisasi atau
Instansi/lembaga pemerintah atau lembaga kemasyarakatan yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta menerapkan
prinsip transparansi sebagai wujud pelayanan dan pertanggung
jawaban publik;

Kepala sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan fungsional
bertangung jawab Kkepada kepala unit pelaksana teknis sebagai

atasannya.
Pasal 12

Kepala Unit Pelaksanan Teknis melaksanakan tugasnya berdasarkan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai
penjabaran atas kebijjakan Bupati. r




(2) Kepala Unit Pelaksanan Teknis bertanggung jawab memimpin dan

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta mengawasi
pelaksanaan tugas bawahanya

Sub Bagian Tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit
Pelaksana Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
beratanggungjawab kepada atasan serta menyampaiakan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dari
bawahanya, wajib diclah dan selanjutnya dipergunakan sebagai
bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan/ atau memberikan

petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 13

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Sekretaris
Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati setelah
memperhatikan usul Kepala Dinas;

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sisitim kepegawain
dilingkungan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata
Kabupaten Boalemo, diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai
di lingkungan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata
Kabupaten Boalemo, diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 14
Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV a.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural eselon
IV b.

BAB VIII

PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

Boalemo berdasarkan peraturan perundang-undangan. r




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Boalemo.

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 16 TMoyawmbeC 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Ir. SUJARNO ABDUL HAMID
Pembina Utama Madya

Nip. 19581226 198903 1 004
BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR: £40
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